
LEMBARAN DAERAH
KOTA  BANDUNG

TAHUN : 2011 NOMOR : 12

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI

PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa setiap pendirian bangunan wajib disertai dengan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum,
memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan,
pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum;

b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24
Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang
Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Peta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara
Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang …
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 5059);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4532);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan …
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Persyaratan Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara;

23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989
Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2004 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 3);

25. Peraturan …
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25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2007 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun

2008 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun

2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

08 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 ((Lembaran Daerah Kota

Bandung Tahun 2011 Nomor 9);

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota

Bandung Tahun 2009 Nomor 19);

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009

Nomor 22);

31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangungan

Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 05

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN

BIAYA CETAK PETA.

BAB I …
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.

5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD

adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Daerah.

6. Kepala SOPD adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah

Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang yang

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk membangun,

memperluas, mengurangi, merawat, dan mengubah bangunan gedung dan

bangun bangunan.

8. Membangun adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi

pelaksanaan bangunan gedung.

9. Memperluas/Mengurangi adalah kegiatan mengubah bentuk dan ukuran

bangunan menjadi bertambah/berkurang dari bentuk dan ukuran asal.

10. Merawat adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan

gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar

bangunan gedung tetap laik fungsi.

11. Mengubah fungsi adalah kegiatan mengubah fungsi bangunan dari fungsi

asal ke fungsi yang lain.

12. Fungsi Bangunan adalah pemanfaatan bangunan untuk kepentingan hunian,

keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus dan campuran.

13. Bentuk, ukuran, fungsi asal adalah yang ditetapkan dalam IMB awal.

14. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi

tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang didasarkan pada

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (garisan rencana kota)

dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan

diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

15. Pematokan adalah kegiatan untuk membatasi bidang tanah sesuai dengan

bentuk bidang tanah yang akan dipetakan.

16. Pengukuran …
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